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                    PUTUSAN

Nomor 0279/Pdt.G/2018/PA.Tlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Taliwang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama telah  menjatuhkan  putusan  atas  perkara  Cerai

Gugat antara: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir  Poto Tano 04 Mei 1990, umur  28

tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah

tangga,  tempat  tinggal  di  Dusun  Poto  Tano  B, RT.008 RW.003,

Desa  Poto  Tano,  Kecamatan  Poto  Tano, Kabupaten  Sumbawa

Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  tempat  tanggal  lahir  Gontar  29  Mei  1989,  umur  29

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SD,  pekerjaan  Sopir,

tempat tinggal di RT.001 RW.001,  Desa Gontar Baru,  Kecamatan

Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah  mendengarkan  keterangan  Penggugat  dan  saksi-saksi  serta

memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA 

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober

2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan

Register Nomor  0279/Pdt.G/2018/PA.Tlg.,  tanggal  15 Oktober  2018, dengan

alasan/dalil -dalil Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa  pada  tanggal  22  Agustus  2014,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Seteluk,  sesuai  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor: 145/27/VIII/2014, tertanggal 22 Agustus 2014, dan karena Kutipan
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Akta Nikah hilang, maka dibuatkanlah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor;

B-353/Kua.19.09.04/PW.01/10/2018, tertanggal 12 Oktober 2018;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

rumah  orang  tua  Tergugat  yang  beralamatkan  di  RT.001  RW.003,  Desa

Gontar Baru, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa selama 5 bulan,

kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan yang beralamatkan

di Karang Mutiara, Desa Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa; 

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat  dengan  Tergugat  telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak,

yang masing-masing  bernama: 

- Lion Pratama bin Sugianto, umur 3 tahun;

- Liona Azzahra binti Sugianto, umur 1 tahun, adapun anak pertama

tinggal  bersama  dengan  Tergugat,  sedangkan  anak  kedua  tinggal

bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa  sejak  awal  September  2014,  ketentraman  rumah  tangga

Penggugat   dengan   Tergugat   mulai  tidak  harmonis  dengan  adanya

perselisihan antara Penggugat  dengan  Tergugat  yang terus menerus yang

sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: 

-  Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Ros asal Rhee;

-  Tergugat sering memukul Penggugat hingga memar dan berbekas;

- Tergugat suka minum-minuman keras;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga  Penggugat  dengan

Tergugat   tersebut  terjadi  sejak awal  Maret  2017,  yang akibatnya  antara

Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 7 bulan, yang

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat

maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  antara   Penggugat

dengan  Tergugat  sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak  melanggar  norma hukum dan norma agama maka perceraian

merupakan  alternative  terakhir  bagi   Penggugat  untuk  menyelesaikan

permasalahan  Penggugat dengan  Tergugat; 
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8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

    Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Taliwang  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat
(Xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap  Penggugat (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :
Atau  apabila  Pengadilan  Agama  berpendapat  lain,  mohon  perkara  ini

diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa,  pada hari  persidangan yang telah  ditetapkan,  Penggugat  hadir

sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh

orang  lain  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah  untuk  hadir  di  persidangan,

meskipun  telah  dipanggil  melalui  oleh  Jurusita  Pengganti  Pengadilan  Agama

Taliwang, Tanggal  29 Oktober  2018 dan 26 November 2018 dan tidak ternyata

bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah

menurut hukum;

Bahwa,  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,  maka  upaya

mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan  dengan  cara

menasehati  Penggugat  agar  kembali  rukun  dan  membina  rumah  tangganya

dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan

dengan  pembacaan  surat  gugatan  Penggugat  yang  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  yang  isi  dan  maksudnya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;

Bahwa,  guna  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat 

1 Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat Nomor

5207064810900001, tanggal  26 April  2018 yang dikeluarkan Provinsi Nusa

Tenggara  Barat,  Kabupaten  Sumbawa  Barat,  bukti  surat  tersebut  telah

ditempel  dengan  meterai  secukupnya  dan  dinazagelen  oleh  petugas  Pos
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serta  dilegalesir  oleh  Panitera  Pengadilan  Agama  Taliwang  dan   telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua  Majelis

diberi tanda P.1;

2 Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  B-

353/Kua.19.19.04/PW.01/10/2018,  tanggal  12  Oktober  2018,  yang

dikeluarkan  oleh  Kantor   Urusan  Agama  Kecamatan  Seteluk,  Kabupaten

Sumbawa  Barat,  bukti  surat  tersebut  telah  ditempel  dengan  meterai

secukupnya dan dinazagelen oleh petugas Pos serta dilegalesir oleh Panitera

Pengadilan  Agama  Taliwang  dan   telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  umur  22  tahun,  Agama Islam,   Pekerjaan  petani

tempat  tinggal  di  RT.  002/RW.  001,  Dusun  Wara B,  Desa  Labuhan Lalar,

Kecamatan Taliwang,  Kabupaten Sumbawa Barat, memberikan keterangan

di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat  karena saksi adalah

bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  adalah pasangan suami istri

sah yang telah menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak;

- Bahwa setelah  menikah  Pengggugat  dengan  Tergugat  tinggal  di

rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi  rumah  tangga  Penggugat  awal

menikah rukun dan harmonis  namun saat ini keduanya sudah pisah

rumah;

- Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan orang tua Tergugat;

- Bahwa  Sejak  tahun  2013  Penggugat  diantar  oleh  Tergugat  ke

rumah orang tua Penggugat, dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi

lagi  dan  Tergugat  tidak  pernah  datang  memberi  nafkah  kepada

Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat

agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur  26  tahun, Agama Islam, Pekerjaan  swasta,

tempat  tinggal  di  Dusun Wara A,  RT.  001/RW. 001,  Desa Labuhan  Lalar,
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Kecamatan Taliwang,  Kabupaten Sumbawa  Barat, memberikan keterangan

di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat  karena saksi adalah

adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  adalah pasangan suami istri

sah  yang  telah  menikah  pada  tanggal  22  Agustus  2014  dan  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setelah  menikah  Pengggugat  dengan  Tergugat  tinggal  di

rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi  rumah  tangga  Penggugat  awal

menikah rukun dan harmonis  namun saat ini  sudah tidak harmonis,

sering  terjadi  pertengkaran,  namun  saksi  tidak  tahu  penyebab

pertengkarannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi  Penggugat  dengan Tergugat  sudah

pisah  rumah  sejak  5  (lima)  tahun,  sejak  Penggugat  diantar  oleh

Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setahu saksi sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi

antara keduanya, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada

Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat

agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa,  selanjutnya  Penggugat  menyampaikan  kesimpulannya  secara

lisan yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon

putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis

Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang

tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang,  bahwa  Tergugat  pada  hari  persidangan  yang  telah

ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

hadir  sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil  sebanyak 2

kali,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  98  ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, pemanggilan kepada

Tergugat  tersebut  harus  dinyatakan  sah  dan  patut,  dan  ketidak-hadirannya

tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  sehingga  tidak  dapat  didengar  keterangannya,  maka  Tergugat

dipandang  telah  melepaskan  haknya  untuk  menyanggah  dalil-dalil  gugatan

Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya

Tergugat. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi’i dalam Kitabnya

”Ahkamul Qur’an” pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai

pendapat Majelis, yaitu : 

له              حق ل ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من

Artinya :  "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian

dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah

haknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim  telah berupaya secara maksimal untuk

mendamaikan  dengan  cara  menasehati  Penggugat,  agar  Penggugat  rukun

kembali  dan  membina  rumah  tangganya  dengan  Tergugat  akan  tetapi  upaya

tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006  dan  Perubahan  kedua

dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan  hal-hal

yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  sejak  awal  Juni  2012  ketentraman

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering

terjadi  perselisihan disebabkan Tergugat malas bekerja dan Penggugat sering

bertengkar dengan orang tua Tergugat, yang puncaknya pada tanggal 01 Juni

2013  Penggugat  dengan  Tergugat  pisah  rumah  sampai  sekarang  karena

Penggugat diantar oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka  dapat  dianggap  bahwa  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut

sebagai bentuk pembenaran/pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat,
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oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat

dapat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat

diterima karena ketidak-hadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara

perceraian mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex generalis),

yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat

(2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  termasuk

perlunya  mendengar  keterangan  dari  pihak  keluarga  atau  orang-orang  yang

dekat  dengan Penggugat  maupun Tergugat  sebagaimana dimaksud Pasal  22

ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  jo  Pasal  76  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada

Penggugat  tetap  dibebankan  pembuktian  dengan  tujuan  untuk  menghindari

penyelewengan  hukum  dan  guna  mendapatkan  kebenaran  yang  meyakinkan

terkait dengan perkara a-quo; 

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya

telah mengajukan bukti (P.1), dan (P.2) dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim,

secara  formil  bukti-bukti  tersebut  berdasarkan  ketentuan  Pasal  285  R.Bg.,

dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama

Islam  dan  berdomisili  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Taliwang,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Jo. Penjelasan Huruf (a) angka (9)

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Pertama  atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus

dinyatakan secara absolut perkara gugatan cerai tersebut menjadi kewenangan

Pengadilan Agama, dan secara relatif  Pengadilan Agama Taliwang berwenang

memeriksa perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  dari  bukti  (P.2)  dan keterangan saksi-saksi,  maka

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang

sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  selain  mengajukan  alat  bukti  tertulis,

juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah

memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal
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165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangan

keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti

tertulis  maupun  saksi yang  diajukan  Penggugat  di  depan  persidangan,  maka

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  sah  yang

menikah pada tanggal 22 Agustus 2014;

2. Bahwa,  dalam  perkawinan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa antara Penggugat  dengan Tergugat  sudah pisah tempat  tinggal

hingga saat ini   5 (lima) tahun 4 (empat)  bulan lamanya sejak Penggugat

diantar oleh Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan selama pisah

rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi

dan tidak ada nafkah dari Tergugat;

4. Bahwa Penggugat tetap bersikeras bercerai dari Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah  pecah  sedemikian  rupa  (break  down  marriage)  dan  sudah  tidak  ada

harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah

hilang  rasa  cinta  dan  kasih  sayang  serta  kedamaian  sebagai  unsur  yang

fundamental  dalam  sebuah  bahtera  rumah  tangga  yang  bahagia  dengan

demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang

yang bahagia dan kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah

tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an Surat Ar-

Ruum: ayat 21 yang berbunyi ;

              

Artinya  :  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa

kasih dan sayang……; 
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sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  jika  perkawinan  tersebut  tetap  dipertahankan,

menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih

besar  dibanding  dengan   maslahat  yang  akan  didapat,   karena  antara  satu

dengan yang lain  sudah  tidak ada kecocokan lagi,  sehingga Majelis  Hakim

berpendapat  menolak  mafsadat  harus  didahulukan  daripada  mendatangkan

maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi : 

المصالح جلب من اولى المفاسد درء

Artinya:  “Menolak  kerusakan  lebih  didahulukan  dari  pada  menarik

kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa dari  fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pecah  dan  tidak  mungkin

dipertahankan  lagi  dan  apabila  dipaksakan  untuk  dirukunkan  justru  akan

menimbulkan  beratnya  penderitaan  pihak  Penggugat,  oleh  karena  itu

penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai  dengan pendapat

ahli fiqih dalam kitab  Ghoyah al-Marom  halaman 162 yang oleh Majelis Hakim

diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut : 

عدم  واذا طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة اشتد

Artinya  :  “Dan  apabila  seorang  isteri  sudah  sangat  benci  (tidak  cinta)  pada

suaminya,  maka,  hakim  (boleh)  menceraikan  perkawinan  mereka

dengan talak satu“;

Menimbang,  bahwa sesuai  Yurisprudensi  Mahkamah Agung RI.  Nomor:

379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang

tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka

rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  dan  pertimbangan-

pertimbangan tersebut di  atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan

Pasal  70  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal
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39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Jo.  Pasal  19  huruf  (b)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan

dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat  2 huruf (c)

Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia (KHI), maka perkara ini   diputus dengan

menjatuhkan talak satu ba'in sughra  Tergugat  terhadap Penggugat;

  Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam lingkup  perkawinan,

maka  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50

tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan  perkara ini ;

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut  ,tidak

hadir di Persidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx);

4. Membebankan kepada  Penggugat  membayar  biaya perkara ini  sebesar

Rp. 301.000,- (tiga ratus  satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Taliwang berdasarkan

rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari  Selasa, tanggal  06 November

2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal  28 Safar  1440 Hijriyah oleh kami  Hj.

Siti Jannatul Hilmi, S. Ag, M.A., Sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah,     S.

Ag., dan  Rauffip  Daeng  Mamala,  S.H., masing  -  masing  sebagai  Hakim

Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk

umum, oleh  Ketua Majelis   tersebut  dengan didampingi  para  Hakim Anggota

dengan dibantu Sultanuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
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 Hakim Anggota,                                                Ketua Majelis,

                                                                                     

 ttd                                        ttd

 Nurul Fauziah, S. Ag.                                   Hj. Siti Jannatul Hilmi, S. Ag, M.A.

 Hakim Anggota,

              ttd   
        

     

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

                                                                             Panitera Pengganti,

                                                                       

                                                    ttd

                                                                               Sultanuddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara   :
1. Pendaftaran    Rp       30.000,-
2. Proses Rp       50.000,-
3. Panggilan Rp     210.000,-
4. Meterai Rp         6.000,-
5. Redaksi                        Rp         5.000,-
Jumlah Rp     301.000,-  

             (tiga ratus satu  ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S. H.
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